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Abstrak 

PenelitianBini bertujuan mengujiBpengaruh moderasi partisipasi masyarakat pada hubungan kompetensi 

pengelolaBdana desa, sistemBpengendalian intern, pemanfaatanBteknologi informasi terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. Objek penelitian pada kuasa pengguna anggaran dana desa di Kabupaten Rembang 

dengan metode purposive sampling. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis data melalui 

pendekatanBPartial Least Square (PLS), dengan bantuan software, WarpPLS. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kompetensi pengelolaan dana desa, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi 

informasi tidak memiliki berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat 

memiliki pengaruh signifikan negatif sebagai variabel moderasi antara kompetensi pengelola danaBdesa 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat memiliki pengaruh signifikan positif 

sebagai variabel moderasi antara sistem pengendalian intern, xpemanfaatan teknologi informasi terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dana Desa 

Abstract 

This study examines the influence of village fund management requirements, internal system control, and 

information technology utilization on the accountability of village fund management with community 

participation as a moderating variable. The object of research is the power of village fund users in Rembang 

Regency using a purposive sampling method. The research method used is the method of data analysis through 

the Partial Least Square, (PLS) approach, with, the help of WarpPLS software. The results of the study show 

that village fund management competencies, internal control systems, and the use of information technology 

have no effect on the accountability of village fund management. Community participation has a significant 

negative effect as a moderating variable of competence of village fund managers on village fund management 

accountability, community participation has a significant positive effect as a moderating variable of internal 

control systems, and use of information technology on village fund management accountability. 

Keywords: Community Participation, Accountability, Village Funds 

 

PENDAHULUAN 

DanaBdesa menjadi salahBsatu instrumen 

penting pemerintah Indonesia dalam mendukung 

pelaksanaan RencanaBPembangunanBJangka 

Menengah (RPJKM) NasionalBtahun 2020-2024. 

Sejak dikeluarkannya Undang-UndangBNomor 6 

tahunB2014 tentangBdesa, desaBdiberikan 

wewenang serta tanggungjawab atasBpengelolaan 

sumber dayaBdan pelaksanaan kegiatanBdesa guna 

percepatan pemberdayaan desa (Sarah et al., 2020). 

Pengelolaan dana desa diharapkan mampu 

mencapai sasaran yang telah ditentukan secara 

bertahap dari desa berkembang menjadi desa 

mandiri, mengurangi angka kemiskinan. Indikator 

penting atas serapan dan realisasi dana desa antara 

adalah peningkatan keadaan pembanggunan 

infrastruktur yang ada, sumber daya manusia yang 

berkualitas, tingkat kesejahteraan masyarakat serta 

layanan publik akuntabilitas lebih baik (Sofyani et 

al., 2022). 

Dana desa menjadi langkah stategis dan 

sekaligus komitmen pemerintah dalam percepatan 

pembangunan nasional melalui desa, daerah 

pinggiran dan perbatasan (Bawono et al., 2020). 

Pagu dana yang besar pada dana desa dengan jumlah 

tujuh puluh satu triliun rupiah tahun 2020, tujuh 

puluh dua triliun rupiah tahun 2021 dan enam puluh 

delapan triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 
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sumber yang harus dikelola dan dimanfaatkan 

dengan baik. Peningkatan quality control dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dana 

Tranfer keBDaerah dan DanaBDesa (TKDD) saat 

ini masayarakat perlu memberikan peringatan keras 

kepada pemerintah daerah terkait pemulihan 

dibidang ekonomi, pendidikan hingga dengan 

Kesehatan hal ini digunakan untuk mendukung 

upaya pembangunan berkelanjutan dari pemerintah 

pusat (Sarifah et al., 2019).  

Akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi 

tolok ukur dan poin fokus bagi setiap aparatur 

pengelolanya yang menunjukkanBtanggungjawab 

dan keberhasilanBdalam pengelolaanBdana desa 

(Bawono et al., 2020). Pemerintah desa sebagai 

organisasiBsektor publik harus mampuBmelayani 

masyarakatBdalam mengelola desanya serta 

menjamin akuntabilitas pengelolaan dana desa 

dengan sebaik-baiknya diantaranya melalui 

kompetensiBpengelola desa, sistemBpengendalian 

dan pemanfaatan teknologiBinformasi (Sarah et al., 

2020). 

Kompetensi pengelola merupakan komponen 

dasar dalam pelaksanaan pengelolaan organisasi 

sehingga mampu mewujudkan akuntabilitas pada 

kinerjanya yang baik (Atmadja et al., 2018).  

Sesuai dengan temuan (Sarah et al., 2020); 

(Bawono et al., 2020); (Budiana et al., 2019); 

(Mada et al., 2017) bahwa kompetensi pengelola 

berpengaruh terhadap penentuan akuntabilitas 

pengelolaanBdana desa. BNamun demikian, hasil 

dari penelitian (Widyatama et al., 2017) 

menunjukkan bahwaBkompetensi pengelola 

ternyata tidakBberpengaruh pada 

akuntabilitasBpengelolaan danaBdesa.   

Faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas 

keuangan selain kompetensi pengelola adalah  

sistem pengendalianBinternal dan 

pemanfaatanBteknologi informasi (Sarah et al., 

2020). Sistem pengendalian intern yangBbaik maka 

akanBmember dampak baik yakni meningkatkan 

kualitas akuntabilitas pengelolaanBkeuangan 

(Bonsu et al., 2022). Sesuai temuan dari (Budiana 

et al., 2019) (Atiningsih & Ningtyas, 2019), bahwa 

sistemBpengendalian internal berpengaruhBpada 

akuntabilitas pengelolaan keuangan. Namun 

berbeda yang ditemukan (Dewi et al., 2021); 

(Pahlawan et al., 2020) dalam penelitiannyaByang 

menunjukkan bahwa akuntabilitasBpengelolaan 

danaBdesa tidak dipengaruhi sistem pengendalian 

internal. Disisi lain (Pahlawan et al., 2020) 

menemukan hasil penelitiannya yakni akuntabilitas 

pengelolaan keuangan tidak dipengaruhi oleh 

pemanfaatan teknologi informasi. 

Partisipasi masyarakat menjadi hal penting 

dalam pengawasan pengelolaan Sarah, Bet al. 

(2020) menyampaikan dalam penelitiannya dia 

mennyampaikan pengunaann teknologi informasi 

dan partisipasi masyarakat mempengarruhi efek 

positif akuntabilitasBpengelolaan dana desa. 

BSemakin baik partisipasi masyarakatBmaka 

pengelolaanBdana desa semakin akuntabel 

(Pangayow & Patma, 2021). Karena 

jikaBmasyarakat aktif dalam mengidentifikasi 

masalah dan pemilihan serta 

pengambilanBkeputusan 

makaBakanBmempengaruhi 

akuntabiliatasBpengelolaan dana desa. Hal itu di 

dukung olehBpenelitian (Mada et al., 2017) bahwa 

partisipasiBmasyarakat berpengaruhBterhadap 

akuntabilitasBpengelolaan dana desa.  

Partisipasi masyarakat memberikan 

peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa serta 

meningkatkan daripada pengawasan 

akuntabilitasBpengelolaan dana desa (Atiningsih & 

Ningtyas, 2019). Penelitian ini dilakukan untuk 

melihat bagaimana peran partisipasi masyarakat 

sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan 

pengaruh kompetensi pengelola, pemanfaaatan 

teknologi informasi, pengendalianBinternal terhadap 

akuntablitas pengelolaan danaBdesa di Kabupaten 

Rembang.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

Teori Agensi 

Agency theoryx (teori agensi) yaitu tentang 

korelasi antara manajemen (agen) dengan investor 

(prinsipal) yang awalnya diungkapkan oleh Jensen 

and Meckling (1976). Menurut teori keagenan, agen 

memiliki otoritas pengambilan keputusan dalam 

hubungan kontraktual di mana dalam hal ini 

seseorang atau lebih (principal) memberikan 

pekerjaan kepadaBorang lainB (agen) untuk 

melaksanakan layanan atas nama perusahaan 

mereka. Pihak prinsipal meneliti kembali terkait 

perbedaan keperluannya dengan menetapkan 

kompensasi yang tepat untuk agen serta 

menginvestasikan biaya pemantauan ditargetkan 

guna meminimalkan aktivitas menyimpang agen, 

prinsipal dapat membatasi perbedaan dari 

kepentingannya (Jensen & Meckling, 1976) 

Pengelola dana desa memiliki potensi tinggi 

menciptakan asymmetric information di dalam 

pertanggungjawaban penggunaan dana desa, 

diantaranya pelaporan keuangan yang akuntabel 

(Sarah et al., 2020). Partisipasi aktif dari masyarakat 

sangat dibutuhkan dalam mengawal berjalannya 

perencanaan, penggunaan dan pelaporan keuangan 

dengan baik sekaligus mengantisipasi tidakan 

penyelewengan (Pangayow & Patma, 2021)(Putri, 

2018). Adanya pastisipasi masyarakat juga 

diharapkan akan menambah kinerja pemerintah desa 

yang telah didukung oleh kompetensi pengelola, 

sistemBpengendalian internal dan penggunaan 

teknologiBinformasi yang ada.   
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Akuntabilitas 

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan 

BPKP RI (2000:12) AkuntabilitasBadalah 

kewajibanDuntuk mempertanggungjawabkan, atau 

menjawabBdan menjelaskan, kegiatan dan tindakan 

seseorang/pemimpin atau pimpinan unit organisasi 

kepadaBpihak yang berhak atau berwenang 

meminta pertanggungjawabannya. Akuntabilitas 

adalah suatu jenis kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkanBkeberhasilan atau 

kegagalanBmisi organisasi dalam mencapai tujuan 

tertentu melalui sarana pertanggungjawabanByang 

dilakukan secara berkala (Yesinia et al., 2018). 

AkuntabilitasBmerupakan isu penting bagi 

masyarakat, dan administrasi bisnis dan publik, 

karena mereka bertanggung jawab kepada 

pemangku kepentingan atas kinerja mereka 

(Widyatama et al., 2017). 

Akuntabilitas merupakan komponen penting 

yang harus dimiliki perusahaan dan badan 

pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas kepada 

pemangku kepentingan (Umaira & Adnan, 2019). 

Melihat data dari(Sarah et al., 2020) bahwa 

Permendagri No. B20 TahunB2018 mengatur 

tentang pemerintahan desa untuk mengelola 

danaBdesa  prinsip transparansi, akuntabilitas, 

partisipatif, anggaran, dan disiplin (Bawono et al., 

2020). 

 

Dana Desa  

Dana desaBadalah danaByang bersumber 

dari APBNBdan diperuntukkan bagiBdesa, 

ditransferBmelalui APBDDKabupaten/Kota dan 

digunakan untuk membiayaiBpenyelenggaraan 

negara, Bpelaksanaan pembangunan, Dpembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat 

(Sofyani et al., 2022). Menurut Keputusan 

PemerintahBRepublik IndonesiaBNomor 72 Tahun 

2005Btentang desa, DalokasiBdana desa 

merupakan bagianBdariDdana perimbangan 

keuangan pusat dan daerah yang diterima Dewan 

Negara/KotaBuntuk desa, palingBsedikit 10% dari 

jumlah tersebut. distribusi. sebanding dengan 1 

untuk kota-kota. 

Berdasarkan Peraturan Pengelolaan 

Keuangan Daerah No. 37 yang dikeluarkan oleh 

Menteri Dalam Negeri tahun 2007, ditetapkan 

bahwa pengalokasian dana desa dilakukan dengan 

APBD Negara/Kota yangBdiperoleh dariBbagian 

DanaBPerimbangan Keuangan Negara 

danBDaerah. . Untuk Deputi Pemerintah/Kelurahan 

paling sedikit 10%. Perekonomian desa dapat 

dibedakan menurut jenis pengelolaannya menjadi 

perekonomian desaByang dikelola 

langsungBberupaBAnggaranBPendapatan 

danBBelanjaBDesaa (APBDesa), dan 

perekonomianBdesa yang dikelola secara terpisah 

oleh BadanDUsaha Milik DesaD (BUMDesa) 

pemerintahan desa Bsebagai organisasi sektor publik 

harus mampuBmelayani masyarakat dalam 

mengelola desanya serta menjamin akuntabilitas 

pengelolaan dana desa dengan sebaik-baiknya 

diantaranya melaluiBkompetensiBpengelolaBdesa, 

sistemBpengendalian danBpemanfaatanBteknologi 

informasi (Sarah et al., 2020). 

Kompetensi Pengelola Dana Desa 

Kompetensi adalah bentuk  karakteristik yang 

mendasari seseorang, dalam hal ini diharapkan 

seseorang memiliki kinerja yang efektif. Pengukuran 

variabelBkompetensiBpengelola dana desa 

menggunakanBindikator pengukuranByang telah 

digunakan oleh (Aziiz & Prastiti, 2019). Kompetensi 

pengelola aparatur desa menjadi syarat mendasar 

dalam berjalannya pemerintahan desa diantaranya 

kompetensi dalam bidang keuangan dana desa 

(Budiana et al., 2019). 

Sistem Pengendalian Intern 

Sistem PengendalianBIntern (SPI) Aadalah 

sebuah prosesDyang terintegral pada perilaku dan 

kehidupan yang dikerjakan secaraDterusDmenerus 

untukDmembantu tercapai tujuan dari organisasi 

yang adaBberdasarkan PP No. 60 TahunB2008. 

PengendalianBinternal merupakan sejumlah 

prosedur sistemasis sesuai peraturan yang ditetapkan 

guna mengawal kinerja organisasi (Budiana et al., 

2019). Pengawasan merupakan salahsatu bentuk 

pengendalian yang  secara langsung akan 

berdampak kepada efisiensi serta peningkatan 

kinerja organisasi (Aikins, 2011). 

Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Pemanfaatan teknologi merupakan instrumen 

yang menjadi bagian utama yang digunakan untuk 

membantu  pekerja untuk mengelola sumber daya 

yang dimiliki perusahaan menjadi bentuk informasi 

yang mudah dipahami dan digunakan sebagai bahan 

pemengambilan tindakan/ keputusan guna 

memberikan pelayanan yang baik kepada publik 

(Aulia et al., 2018). Teknologi akan mampu 

membantu percepatan pelayanan dan meningkatkan 

performa dari pemerintah desa sehingga akan 

mendorong peningkatan kinerja termasuk 

akuntabilitasBpengelolaanBdana desa (Sarah et al., 

2020). 

Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakatBadalahBpartisipasi 

individu secara sadar dalamBkegiatanBdan keadaan 

tertentu yang terjadi dengan cara yang berbeda 

antaraBindividu danBindividuBlain atauBindividu 

dan kelompok, dan berbagi semua jenis 
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informasi.  (Mada et al., 2017). Pengukuran 

variabel partisipasiBmasyarakatBmenggunakan 

indikatorBpengukuranByang telahBdigunakan oleh 

Mada, et. al. (2017).  

Penentuan kebijakan publik akan baik jika 

disertai partisipasi masyarakat. Partisipasi 

masyarakat menjadi instrumen yang membantu 

pencegahan pada potensi kebijakan-kebijakan yang 

menyimpang (Sofyani et al., 2022). Selain itu hal 

tersebut menjadi motor penggerak percepatan 

pelaksanaan prinsip tanggung jawab dalam 

pengelolaan desa (Atiningsih & Ningtyas, 2019).   

Pengembangan Hipotesis 

Kompetensi Pengelola (Aparatur) 

terhadapBAkuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

PeralatanByang berkualitas membawa hasil 

yang baikBsesuai denganBprinsip tanggung jawab. 

Pengetahuan yang baikBmeningkatkan pemahaman 

perangkat desa tentang prosedur pengelolaan 

sumber daya desa dan pelaksanaannya yang tepat, 

sehingga membuat pengelolaan sumber daya desa 

lebih akuntabel (Hoekstra et al., 2022). Jika 

perangkat desa tidak memahamiBhal ini, maka 

berdampakBpada kesalahan laporan keuanganBdan 

penyimpangan laporan dari standarByang 

ditetapkan pemerintah, yang berdampak pada 

keputusan-keputusan berikutnya, yang tetap tidak 

mencerminkan tanggung jawabnya. Milik. 

Kualifikasi bendahara desa merupakan prasyarat 

terpenting agar tanggung jawab desa dapat 

berfungsi secara maksimal. Hal ini sesuaiBdengan 

penelitian B(Sarah et al., 2020), (Aulia et al., 

2018), (Atiningsih & Ningtyas, 2019) dan (Budiana 

et al., 2019), (Rahayu & Setiyawati, 2021), juga 

dengan penelitian (Mada et al., 2017). 

H1 : Kompetensi Pengelola berpengaruh terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

SPI terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana 

Desa 

Sistem pengendalianDinternal 

yangDmumpuni dapat meningkatkanDkualitas 

laporanDkeuangan dan memberikan peningkatan 

kepercayaan publik terhadap laporanDkeuangan. 

Selain itu, sistem pengendalian intern bertujuan 

untukDmemastikan bahwa peraturan perundang-

undangan dipatuhi dalam penyusunan laporan 

keuangan, Dsehingga laporan yang dibuat 

lebihBakuntabel. . Sistem pengendalian intern juga 

mengendalikan kegiatan pemerintahBdalam 

menyusunBlaporan keuangan, 

menghindariBmanipulasi angka yangBmerugikan 

masyarakat dan negara, Bserta memastikan 

keakuratan dan kelengkapan informasi. Hal ini 

sesuai denganBhasil penelitian  (Bonsu et al., 

2022), (Sarifah et al., 2019), (Atiningsih & 

Ningtyas, 2019) (Budiana et al., 2019) (Widyatama 

et al., 2017) (Sarifah et al., 2019) aparaturByang 

kompeten akanBmenghasilkan output yangBbaik. 

H2: SPI berpengaruh terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa  

Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

PemanfaatanBteknologi informasiByang baik 

berdampak positifBbagi pengelolaanBkeuangan 

pemerintahBdaerah khususnyaBpengelolaan kas 

desa. TeknologiBinformasi memiliki keunggulan 

dalamBkeakuratan dan ketepatanBhasil operasi 

datanya. Penggunaan teknologiBinformasi juga 

mengurangiBkesalahan yangBdisengaja maupun 

tidak disengaja dalam pengelolaan informasi. Berkat 

teknologi informasi, informasi yang diolah 

memudahkan pengelolaan perangkat dan 

akuntabilitas kepada publik. Hal iniBsesuaiBdengan 

hasil penelitian  (Sarah et al., 2020), (Aulia et al., 

2018) (Widyatama et al., 2017). 

H3: Pemanfaatan teknologi informasi memiliki 

pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan 

dana desa 

Peran Moderasi Partisipasi Masyarakat atas 

Hubungan Kompetensi Pengelola pada 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

Peran partisipasi masyarakat pada 

pengambilan keputusan yang nanti akan diambil 

oleh aparatur pemerintah desa sangatlah penting. 

Partisipasi masyarakat yang proporsional akan 

mampu memberikan dampak positif pada 

pembentukan whistleblowing system tingkat desa.  

Masyarakat dapat merespon keputusan dan tindakan 

pengurus agar tidak terjadi penyalahgunaan atau 

kecurangan dalam pengelolaan dan penggunaan 

dana desa. Sehingga akuntabilitas yang tercipta akan 

membawa pada tercapainya tujuan desa dengan baik 

(Hoekstra et al., 2022).  

Berdasarkan temuan (Sarah et al., 2020) 

Partisipasi masyarakatBmendorong terciptanya 

akuntabilitasBdalam pengelolaanBsumber daya 

desa. hHal tersebutBakan berdampak pada 

pengawasan kinerja pengelola dan meminimalisir 

kesalahan teknis sehingga capaian yang diharapkan 

dapat diwujudkan (Rahayu & Setiyawati, 2021). 

Dari data tersebut dapat diambil hipotesis:  

H4: Kompetensi pengelola dana desa berpengaruh 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa 

melalui peran partisipasi masyarakat sebagai 

variabel pemoderasi  

Peran Moderasi Partisipasi Masyarakat atas 

Hubungan SPI pada Akuntabilitass Pengelolaan 

Dana Desa 

SistemBpengendalian intern merupakan 

prosesByang menyeluruh terkait dengan tindakan 

atau aktivitas yang dilakukan oleh seluruh karyawan 

dan pimpinan internal, yang memberikan keyakinan 

atas keberhasilan aktivitas yang dilakukan 

(Atiningsih & Ningtyas, 2019). Ketika karyawan 

adalah orang yang kompeten dan dapat diandalkan, 
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pengendalian internal tidak menimbulkan masalah 

dan mengarah pada laporan keuangan yang andal 

(Sofyani et al., 2022). Pengetahuan perangkat desa 

berdampak langsung terhadap pelaksanaan 

pengendalian intern, dan menurut penelitian 

(Bawono et al., 2020), pengetahuan manajemen 

sumber daya manusia berpengaruh terhadap 

pengendalian intern. Pengendalian internal 

organisasi mempromosikan penggunaan 

sumberBdaya manusia yang efektif dan 

efisienBuntuk memaksimalkanBpencapaian tujuan 

organisasi.  

Partisipasi masyarakat secara langsung akan 

meningkatkan pengawasan sehingga pengendalian 

semakin baik. Pengendalian internal yang semakin 

baik nantinya akan berdampak pada akuntabilitas 

dan peningkatan kinerja organisasi (Bonsu et al., 

2022) . Dari data tersebut dapat diambil hipotesis: 

H5: SPI berpengaruh terhadapBakuntabilitas 

pengelolaan dana melalui peran partisipasi 

masyarakat sebagai variabel pemoderasi. 

Peran Moderasi Partisipasi Masyarakat atas 

Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi 

pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

 

DanaHdesa harus dikelola dengan tepat dan 

sesuai pada peraturanHperundang-undangan yang 

berlakuBsecara efektif, Befisien, ekonomis, 

transparan dan akuntabel, dengan memperhatikan 

kesejahteraanBdan pemerataan masyarakat 

(Bawono et al., 2020). Pemerintah desa 

berkewajiban mengelola kas desa yang ada. 

Informasi kualifikasi yang baik sangat diperlukan 

bagi perangkat desa dalam pembangunan berbagai 

aspek. Mesin desa harus 

menggunakanHkecerdasan, keterampilan, 

pengetahuan dan perilaku untuk mengembangkan 

pembangunan berkelanjutan 

yangHoptimal  (Budiana et al., 2019).  

Pemerintah desa sebagai penyelenggara 

terdorong untuk bertindak secara bertanggung 

jawab, jujur, dan adil kepada setiap pihak. 

Masyarakat merupakan pihak utama yang harus 

diberikan pelayanan dan jaminan dalam 

berpartisipasi aktif sesuai amanat yang telah 

diberikan. Sumber daya teknologi informasi desa 

yang kompeten dan memadai memberikan hasil 

yang sama baiknya sesuai denganHprinsip 

tanggung jawab. Kompetensi perangkat desa 

berpengaruh positif terhadap tanggung jawab 

pengelolaan sumber daya desa, hal ini 

dapatBdiartikanBbahwa semakinBkompeten 

pemerintah desaBmaka semakin bertanggung 

jawab dalam pengelolaan sumber daya desa 

(Atiningsih & Ningtyas, 2019). 

KompetensiHperangkat desa 

berpengaruhVsignifikan terhadap tanggung jawab 

kebendaan desa, semakin kompeten perangkat desa 

tersebut. makaakanBberpengaruh 

terhadapBtanggung jawab pengelolaanBkeuangan 

desa. Dari data tersebut dapat diambil hipotesis: 

H6: Pemanfaatan TeknologiHInformasi 

Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa melalui peran 

partisipasi masyarakat Sebagai Variabel 

Pemoderasi. 

METODE PENELITIAN 

JenisBpenelitianHini adalahHpenelitian 

kuantitatif dan populasi penelitianHini adalah 

perangkatHdesa Kabupaten Rembang yang 

mengelola keuangan desa. Teknik 

pengambilanHsampelHyang digunakanBdalam 

penelitian iniBadalah simpleBrandom sampling. 

SampelHpenelitian iniHadalah aparaturHdesa yang 

terdiri dari kepalaBdesa, Bsekretaris desa, pengurus 

desa, kepalaBtata usahaHdan umum, kepala urusan 

keuangan di 10 desa di Kabupaten Rembang. 

Data yangHdigunakan dalam penelitianHini 

adalah dataHprimer. Data primer adalah pendapat 

individu atau kelompok tentangHvariabel yang 

terkait dengan penelitianH (Sugiyono, 2017). 

Penelitian ini menggunakan pendekatanHPartial 

Least Squares (PLS) dengan analisis data 

menggunakanHsoftware WarpPLS.Data disajikan, 

diolah dan dianalisis dalam statistik diskriptif, uji 

validitas dan reliabilitas serta uji hipotesis. Adapun 

secara rinci conceptual framework penelitian 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 1. Conceptual Framwork Penelitian 

Metode Analisis Data 

MetodeHanalisis data adalahHmetode untuk 

mengolah hasilHpenelitian dan menarik kesimpulan. 

MetodeBanalisis data yangdigunakan dalam 

penelitianBini adalah analisis jalurBdengan 

menggunakanHmodel partial least square (PLS). 

Model ini sering disebut denganBPLSSEM karena 

menggunakanBmodel persamaan struktural (SEM) 

sebagai model persamaannya. SurveiBini 

menggunakanBperangkat lunak SmartPLSH3.0 

untukBmengolah danHmenganalisis dataBsurvei.  
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1. Statistik Diskriptif 

Statistik deskriptif merupakan hasilHanalisis 

data suatu penelitian yang disajikan dalam bentuk 

tabel untuk memudahkan pemahaman. Tabel 

statistik deskriptif biasanyaHmemberikan informasi 

tentang hasil analisisHdata, Byang terdiri dari: 

NilaiBminimum, nilaiHmaksimum, Brata-rata, 

jumlah data yang diproses serta standar deviasi 

dipaparkan. Statistik deskriptif penelitian ini yakni 

hasil analisis dataHpenelitian yang 

rincianHjawaban responden, dinyatakan dalam 

bentukBskala Likert. HasilBtersebut kemudian 

dijelaskan menurut kriteria skala Likert yang ada  

2. Uji Validitas dan Reliabilitas 

UjiBvaliditas dan reliabilitasHberada pada tahap 

evaluasiBmodel. DalamBhalHini, PLS-SEM 

melalui duaBtahapan, yaitu estimasi pengukuran 

dan estimasi modelBstruktural. 

a. Outer Model 

EvaluasiBmodel evaluasi atauBmodel eksternal 

dilakukan untuk mengukurBreliabilitas dan 

validitasHindikator-indikatorBpenyusun 

konstruklaten. 

b. Inner Model 

Evaluasi model strukturalHatau model internal 

memprediksiHhubungan antara variabel laten, yang 

dapat dilihat dari varians yang dijelaskan, dan 

menentukan signifikansi nilai-p. Saat mengukur 

model struktural, kuadrat-R dari setiap variabel 

laten endogen diketahui.  

3. Uji Hipotesis 

Berdasarkan tujuanHpenelitian disebutkan 

bahwa rancangan ujiHhipotesis layak adalah 

rancangan uji hipotesis yangHdisajikan 

dalamHpenelitian ini berdasarkanHtujuan 

penelitian. TingkatHkepercayaan yang 

digunakanHadalah 95%,BsehinggaBbatas 

ketelitianBatau ketidakpastiannyaBadalah (α) = 5% 

= 0,05 sehingga diperoleh nilai t-tabelBsebesar 

1,98. Jika nilai t-statistik < 1 > 1,98, makaBHo 

ditolak dan HaBditerima. Penelitian ini 

menggunakan variabel moderasi yaitu partisipasi 

masyarakat, kemudian kami menguji apakah 

variable partisipasi masyarakat dapat memoderasi 

pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Statistik Deskriptif 

HasilHuji Pilot Test yang digunakanHuntuk 

menilai instrumenHpenelitian memiliki kualitas 

yang baik. HSelanjutnya diuraikan demografi 

sampel yang menjelaskanHkarakteristik 

respondenHpenelitian dan data penelitian yang 

terkumpul, analisis diskriptif, pengujian Outer 

Model, pengujian Inner Model dan pada akhir bab 

ini menjelaskanHpembahasan hipotesis. 

Data selama pelaksanaan penelitian sebagai 

berikut : 

Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif 
 

Rinci

an 

Posisi Tota

ll 

% 

Kad

es 

T

U 

Pe

mx 

Sekd

es 

Keu

u 

  

1 Pendidikan.     

a SM

A 

7 8 8 6 10 39 78% 

b D3 1 1 1 2 0 5 10% 

c S1 2 1 1 2 0 6 12% 

d S2 0 0 0 0 0 0 0% 

e S3 0 0 0 0 0 0 0% 

Jumlah. 
     

50 100.

% 

2 Masa Tugas Kerja.     

a 1 -5 

tahu

n 

10 3 2 6 8 29 58% 

b 5-8 

tahu

n 

0 3 3 3 2 11 22% 

c 8-10 

tahu

n 

0 2 1 0 0 3 6% 

d >10 0 2 4 1 0 7 14% 

Jumlah 
     

50 100

% 

Data diperoleh dari kuesioner yang disebar 

kepada aparatur desa di Kabupaten Rembang 

sebanyak 10 desa, dengan masing-masingHdesa 

terdiri dari Kepala Desa, Tata Usaha dan Umum, 

Staf Pemerintahan Desa, Sekertaris Desa, dan 

Keuangan sebagai sampel penelitian. Kuesioner 

dikirim langsung kepada responden dengan cara 

mengirim tim survey langsung ke desa dan juga 

melalui G form yang diisi oleh pengelola desa di 

Kabupaten Rembang. 

Setelah data diperoleh selanjutnya di diolah 

menggunakan metode yang telah ditentukan yaitu 

melalui pendekatan PartialHLeast Square (PLS), 

dengan bantuanHsoftware WarpPLS. Uji koefisien 

jalur menentukan seberapa tinggi nilai estimasi 

koefisien jalurHdengan melihat nilai β, sedangkan 

uji signifikansiHdigunakan untuk mengetahui 

tingkat signifikansi koefisienHjalur, dengan 

ketentuan nilai PHharus lebih kecil dari 0,05. yang 

tercermin dalam koefisien jalur keluaran dan nilai 

P.  

Gambar 4. 1 Uji Path Analysis Model 
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Setelah data diperoleh selanjutnya di diolah 

menggunakan metode yang telah ditentukan yaitu 

melalui pendekatan Partial Least Square (PLS), 

dengan bantuan software WarpPLS. Dalam 

penelitian yang diuji hubungan antara Kompetensi 

pengelola dana desa, Sistem Pengendalian Internal, 

Penggunaan teknlogi dan adanya variable moderasi 

yaitu Partisipasi masyarakat, hasil dari uji path 

dapat dilihat dibawah ini: 

Tabel 4. 2 Hasil Uji Path Analysis 

Uraian Nilai β P-Value Keterangan 

KOM_AK 0,115 0,199 Tidak 

berpengaruh 

SPI_AK 0,197 0,070 Tidak 

berpengaruh 

PTI_AK 0,025 0,431 Tidak 

berpengaruh 

PM*KOM_AK -0,288 0,014 Berpengaruh 

PM* SPI_AK 0,393 0,001 Berpengaruh 

PM* PTI_AK 0,349 0,003 Berpengaruh 

Berdasarkan hasil koefisien jalur output dan 

pP-value diperoleh poin β-KOM sebesar 0,115 

serta iP-value KOM sebesar 0,199, menampilkan 

bahwa kemampuan manajer tidak pengaruh 

signifikan. Kemudian PTI-β-value sebesar 0,025 

serta poin P-value dari PTI yakni 0,431, 

menginformasikan bahwasanya tidak ada efek yang 

signifikan dari PTI. Nilai β dari PM*KOM sebesar 

-0,288 serta poin P dari PM*KOM sebesar 0,014, 

menampilkan bahwa PM*KOM punya pengaruh 

negatif signifikan. Selanjutnya nilai PM*SPI-β 

sebesar 0,393 dan nilai PM*SPI-P yakni 0,001, 

mengisyaratkan PM*SPI memiliki pengaruh yang 

begitu signifikan positif, kemudian pain dari β-

PM*PTI sebesar 0,349 adapun poin dari P PM*PTI 

yakni 0,003, menjelaskan PM*PTI memiliki 

pengaruh yang signifikan positif pada 

akuntabilitas.  

Pembahasan 

Dari hasil olah data serta analisis diketahui 

informasi sebagai berikut: 

1. Pengaruh Kompetensi Pengelola pada Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa 

Berdasarkan uji signifikansi serta uji koefisien 

jalurnya data menunjukkan bahwa kemampuan 

pengelolaan entitas desa tidak berpengaruh 

signifikan terhadap tanggung jawab pengelolaan 

entitas desa, dibuktikanHdengan nilai β yakni 0,115 

serta nilai P sebesar 0,199. Kompetensi membangun 

memiliki beberapa komponen yaitu pengetahuan, 

keterampilan dan kemampuan. Haltersebut penting 

untuk dapat dipenuhi dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi (Budiana et al., 2019).  

Dalam teoriHkeagenan, hubungan keagenan 

muncul ketikaHsatu orang atau lebihH (prinsipal) 

mempekerjakan orang lainH (agen). Hubungan 

principal-agentdapat menimbulkan 

ketidakseimbangan informasi (asymmetric 

information) karena agent mungkin memiliki lebih 

banyak informasi daripada principal, yang 

mendorong agent untuk bertindak secara terbuka 

dan kurang akuntabel terhadap kewenangannya. 

Pengurangan konflik jabatan tidak hanya 

membutuhkan kompetensi untuk melaksanakan 

tanggung jawab dalam penyelenggaraan kas desa. 

Namun, faktor tambahan diperlukan agar semua 

kegiatan administrasi kas desa diperhitungkan dan 

konflik kegiatan diselesaikan. Hasil observasi 

mendukung penelitiann (Widyatama et al., 2017) 

yakni keahlian tidak mempengaruhi tanggung jawab 

pengelolaan sumber daya desa.  

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern pada 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

Sistem pengendalianHintern dan kekuatan 

koefisien jalurHmenunjukkan bahwa sistem 

pengendalian intern tidak berpengaruh positif 

signifikan terhadap tanggung jawab kas desa, 

dibuktikan dengan koefisien jalur yang dihasilkan 

pada poin dari β yakni 0,197 dan nilai P, dari 0,070.. 

Sesuai pesan Aikins (2011) yangHmenyatakan 

bahwa supervisi dari pemerintah dapat 

meningkatkanHakuntabilitas dengan mengevaluasi 

dan meningkatkan pengendalianHinternal, 

pengelolaan risiko, dan proses manajemen instansi. 

Penyimpangan danHkebocoran masihHsering 

terjadi dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana 

desa, oleh karena itu diperlukan sistem pengendalian 

intern untuk meminimalisir kecurangan pengelolaan 

dana desa (Ikbal et al., 2020). Pengenalan sistem 

kontrol internal memungkinkan untuk 

mempengaruhi proses pengambilan keputusan 

internal pemerintah desa dan dapat mempengaruhi 

tanggung jawab danHtransparansi pengelolaan dana 

desa. Hasil penelitian iniHsejalan dengan temuan 

(Dewi et al., 2021) dan (Pahlawan et al., 2020) 

bahwa sistemHpengendalianHintern tidak 

mempengaruhi tanggung jawab pengelolaan aset 

desa.   
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3. PengaruhHPemanfaatan Teknologi Informasi 

TerhadapHAkuntabilitas Pengelolaann Dana Desa 

menurut signifikansi koefisien jalur dan 

variabel pemanfaatanHteknologi informasi tak 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

tanggung jawab kas desa, dilihat menurut poin dari 

β yakni sebesar 0,025 serta nilai P sebesar 0,431. 

HasilHpenelitian ini menunjukkanHbahwa semakin 

baik penggunaan teknologiHinformasi dalam 

proses pengelolaan keuanganHdesa, maka semakin 

akurat, tepat waktu, transparan danHakuntabel 

pelaporanHkeuangan desa dan 

pertanggungjawaban keuangan desa. 

Menurut BPKP, keuangan desa sangat besar, 

jumlah laporannya fluktuatif dan terdapat titik kritis 

dalamHpengelolaan keuangan desa yang juga 

membutuhkan tanggung jawab yang besar dari 

pemerintah desa (Aulia et al., 2018). Kepala desa 

harusHmampu menerapkanHprinsip tanggung 

jawab dalam mengelola keuangan desa yang 

pelaksanaannya memerlukan dukungan 

kemampuan teknologi informasi yang memadai 

dan handal. Hasil penelitian sejalan dengan temuan 

(Pahlawan et al., 2020) bahwa 

penggunaanHteknologi informasi tidak 

berpengaruhHterhadap tanggung jawab 

pengelolaan kekayaan desa.   

4. Partisipasi Masyarakat Sebagai 

Pemoderasi PengaruhHKompetensi Pengelola 

Dana Desa Terhadap AkuntabilitasHPengelolaan 

Dana Desa 

Hasil uji koefisien jalur danHsignifikansi 

menunjukkanHbahwa partisipasi masyarakat 

memiliki pengaruhHnegatif dan signifikan sebagai 

variabel moderasi pengaruh kompetensi pengelola 

danaHdesa tentang tanggung jawab pengelolaan 

dana desa yang dibuktikan dengan nilai β -0,288 

dan nilai P 0,014. HasilHpenelitian ini sejalan 

dengan penelitianHoleh (Aulia et al., 2018); 

(Atiningsih & Ningtyas, 2019); (Sarah et al., 2020) 

menunjukkan bahwa keterlibatanHmasyarakat 

memiliki peran positif terhadapHakuntabilitas 

pengelolaan sumber daya desa. Artinya, 

masyarakat lebih banyak terlibat dalam manajemen 

dana desa akan memperkuat kompetensi dari 

komponen aparatur itu sendiri dalam hal 

pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan, 

sehingga akuntabilitas pengelolaan danaHdesa akan 

semakin baik. 

Semakin masyarakat berpartisipasi pada 

proses perencanaan, Hpelaksanaan, serta 

monitoring program desa berarti aparatur juga 

harus memilikiHpengetahuan, kemampuanHdan 

keterampilan dalam pengelolaan dana desa 

(Pangayow & Patma, 2021). Oleh karena itu, 

perangkat desa cenderung berfungsi dengan baik 

dalam hal kemajuan pemerintahan desa. sebaliknya 

jika  masyarakat kurang ikut serta dalamHproses 

perencanaan, pelaksanaan, Hhingga pengawasan 

program-program desa, Hmaka aparatur desa 

cenderung akan bekerja kurang baik. Maka, dengan 

demikian dapat difahami bahwa semakinHtinggi 

keikutsertaan masyarakat dalamHpengelolaan dana 

desa semakin rendah kecenderungan potensial untuk 

penipuan dan  pengelolaan danaHdesa juga akan 

semakin akuntabel (Sofyani et al., 2022). 

5. Partisipasi Masyarakat Sebagai Pemoderasi 

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

Berdasarkan uji koefisienHjalur dan 

signifikansi menunjukkan bahwa keterlibatan 

masyarakat berpengaruhHpositif dan signifikan 

sebagai variabelHmoderasi pengaruh sistem 

pengendalianHintern terhadap tanggung jawab 

pengelolaan aset desa yang ditunjukkan memalui 

angka dari β yakni 0,393 serta angka dari p-value 

adalah 0,001. Dengan adanya 

partisipasiHmasyarakat dalam mengawasi 

pengelolaan dana desa maka akan berdampak pada 

meningkatnya sistem pengendalian intern sehingga 

dapat meminimalkanHadanya kecurangan dalam 

pengelolaan danaHdesa.  

Ketidakseimbangan informasi (asymmetrical 

information) seringkali Berdasarkan uji koefisien 

jalurHdan signifikansi menunjukkanHbahwa 

keterlibatan masyarakat berpengaruhHpositif dan 

signifikan sebagai variabelHmoderasi pengaruh 

sistem pengendalianHintern terhadap tanggung 

jawab pengelolaan aset desa yang ditunjukkan 

dengan nilai β yakni 0,393 serta nilai P-value dari 

0,001. (Budiana et al., 2019). Dalam rangka 

mengurangi konflikHtersebut maka perluHadanya 

pengawasan baik dari dalam maupun dari luar 

sehingga dari pengawasan tersebut mampu 

meminimalkan adanya kecuranganHdalam 

pengelolaan danaHdesa, sehingga dapat 

mempengaruhi transparansi serta akuntabilitas 

dalam pengelolaan dana desa. Didukung penelitian 

(Atiningsih & Ningtyas, 2019); (Nawawi & Salin, 

2018), SPI memiliki berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitasHyang didukung dengan keterlibatan 

masyarakat dalam pengelolaan sumber daya desa.  

6. Partisipasi Masyarakat Sebagai Pemoderasi 

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

Berdasarkan uji koefisienHjalur dan 

signifikansiHmenunjukkan bahwa keterlibatan 

masyarakat berpengaruh positif dan signifikan 

terhadapHpenggunaan teknologi informasi sebagai 

variabel pemoderasi tanggung jawab pengelolaan 

kekayaan desa yang ditunjukkan pada nilai β yakni 

sebesar 0,349 serta P-value pada angka 0,003. 

Kepala desa harus dapat menerapkanHprinsip 

tanggung jawab dalam pengelolaanHkeuangan desa 

yang pelaksanaannya memerlukan dukungan 

keterampilan teknologi informasi yang memadai 
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agar desa dapat dengan mudah memperoleh 

informasi tentang pelaksanaan desa. Pengelolaan 

instansi (Aulia et al., 2018) transparansi dalam 

pengelolaan sumber daya desa mengarah pada 

masyarakat. ResponsifHini mengacu pada 

keterlibatan masyarakat, Hyang 

dapatHmemberikan umpan balik atau masukan 

untuk meningkatkan pengembangan pengelolaan 

sumber daya dan pengambilan keputusan desa 

(Bonsu et al., 2022). 

PP No. 56/2005 menyatakanHbahwa 

pemerintah pusatHdan daerah wajib 

mengembangkan dan menggunakan kemajuan 

teknologi informasiHuntuk memantau pelaksanaan 

prosesHpembangunan sesuai denganHprinsip-

prinsip tata pemerintahan yang baik (Sarah et al., 

2020). Pemanfaatan teknologi informasi 

diharapkan dapat mempermudah pembukuan 

pengelolaan keuangan kas desa. Menurut penelitian 

(Aulia et al., 2018), penggunaan 

teknologiHinformasi berpengaruh positif 

terhadapHtanggung jawab dalam menangani 

sumber daya desa. Partisipasi masyarakat 

sangatHdiperlukan untukHkeberhasilan 

pembangunan desa ke arah yangHlebih baik 

melalui pengawasan dan pendampingan secara 

aktif, sehingga penggunaan teknologi informasi 

mempermudah penyampaian layanan dan 

memenuhi tanggung jawab pengelolaan sumber 

daya desa.   

PENUTUP 

Kesimpulan 

Penelitian ini menunjukkanHbahwa 

pengetahuan akuntabilitas pengelolaan dana desa 

tidak dipengaruhi oleh kompetensi pengelola dana 

desa, sistem pengendalian intern, penggunaan 

teknologi informasi. Adapun partisipasi masyarakat 

sebagai variabel moderasi mampu berpengaruh 

negatif signifikan terhadap kompetensi pengelola 

dana desa terhadap realisasi akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. Selanjutnya partisipasi 

masyarakat sebagai variabel moderasi mampu 

berpengaruh positif signifikanHhubunganHsistem 

pengendalian intern penggunaan teknologi 

informasi berpengaruh positifHsignifikan terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dari dana desa.  

 

Saran 

Melihat data penelitian dan hasil analisisnya, 

dapat diajukan saran yakni bagi masyarakat 

desaHdiharapkan dapat mengontrol kegiatan 

perangkat desa terutama dalam pelaksanaan dan 

pengurusan rumah tangga desa. Selain itu, kepala 

desa harus lebih terlibat dalam penggunaan 

teknologi informasi. Meningkatkan keterampilan 

dan keahlian perangkat desa melalui pelatihan atau 

pengetahuan teknologi informasi. Bagi peneliti 

dapat menjelaskan variabel lain yang diduga 

mempengaruhi perilaku hedonistik, seperti gaya 

hidup, pendapatan orang tua atau pribadi, gaya 

hidup, lingkungan internal dan eksternal, 

pengendalian diri, dan religiusitas. Perluasan bidang 

penelitian sehingga pengambilan sampel menjadi 

lebih beragam dan serbaguna.  
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